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a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 
Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 188.31/7809/59 tanggal 2 November 2017 perihal 
Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu 
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung 
Nomor 89 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah 
Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 201 7. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2014 Nomor 383, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan 
Lembarab Daerah Nomor 23); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 201 7 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 
20); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 
86); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 
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Pasal 3 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan Besaran Pendapatan Umum 
Daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. 

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja 
gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil 
Negara. 

(4) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana 
Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat (Dana 
Perimbangan), tidak termasuk Pendapatan Daerah pada kelompok 
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti dana Bagi 
Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta Dana Penyesuaian 
dan Otonomi Khusus. 

(5) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
seperti gaji pokok ASN, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan 
fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan 
PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran BPJS Kesehatan, iuran 
jaminan kecelakaan kerja/kematian, tunjangan profesi guru, tambahan 
penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 89 Tahun 2017 
ten tang Keuangan Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 201 7 (Berita 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 89) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), 
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 89 TAHUN · 2017 TENTANG 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
TAHUN ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 89 Tahun 2017 tentang 
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2017 Nomor 89); 

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 201 7 (Berita 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 108); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NO MOR Ult 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal I •••• •n 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG; 

. M. BAMBANG SUKARNO 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal I ........ ,, 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 November 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Pasal II 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 maka: 
a. Jumlah Pendapatan Umum adalah sebesar Rp989.738.993.863,00 (sembilan 

ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta 
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga 
rupiah); 

b. Jumlah belanja pegawai Aparatur , Sipil Negara adalah sebesar 
Rp657.335.lll.724,00 (enam ratus lima puluh .. tujuh milyar tiga ratus tiga 
puluh lima juta seratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh erripat rupiah); 

c. Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp332.403.882.139,00 (tiga ratus 
tiga puluh dua milyar em pat ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh dua 
ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan termasuk dalam kelompok 
kemampuan keuangan daerah sedang. 

Pasal5 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 


